
Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR T7 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN MUSI RAWAS SEMPURNA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

a. bahwa untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Musi Rawas

2OL6-2O21 agar menjadi Kabupaten Musi Rawas ]rang

Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan

Aman, perlu dilakukan Gerakan Musi Rawas Sempurna

Sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas

tentang Gerakan Musi Rawas Sempurna Sehat.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821h

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 32731;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

1OO, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

3ae5);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pernerintahan Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Pembatran Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daeratr

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e11,

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 20o4 Nomor 126, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Perah:ran Menteri Kesehatan

T4LlMenkes/Per/VII/2OO8 tentang Standar Pelayanan

Minimal bidang Kesehatan di I(abupaten /Kota' (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor )

sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 43 Tatrun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimaf bidang Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1475);

7. Keputusan Menteri Kesehatan

t2SlMenkes/SK/IU2N4 tentang Kebijakan dasar Rrsat

Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan

Perahrran Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4 tentang

hrsat Kesehatan Masyarakat;

8. Kepuhrsan Menteri Kesehatan dan Kesejahteriaan Sosial

Nomor L747 lMenkes-Kesos/SK/ 12 I 2OOO tentang Pedoman

Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam

Kesehatan di Ikbupaten lKota;

Bidang
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9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

f457IMENKES/SK/X|2OO3 tentang Standar Pelayanan

Minirnat Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

10. Perahrran Daerah I(abupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun

2OOB tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 Nomor 2);

ll.Perahrran Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2OA7 tentang

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan (Bcrita

Daeratr Ikbupaten Musi Rawas Tahun 2OO7 Nomor 6);

12. Perahrran Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tatrun 2OOT tentang

Gerakan Pemberantasan Penyakit Menular (Berita Daerah

I(abupaten Musi Rawas Tahun 2OO7 Nomor 7).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATLJRI\N BUPATI MUSI RAWAS TEI{TANG GERAKAN MUSI

RAWAS SEMPURNA SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMI.'M

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimal<sud dengan :

l. Kabupaten adalah l(abupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Ikbupaten adalah Pemerintah Ikbupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas

5. Gerakan Musi Rawas Sempurna Sehat yang selanjutnya dising!<at dengan

GMSS adalah suatu gerakan mengeskalasi kinerja upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dalam rangka meninglatkan

derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 
L
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6. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disinglrat UKM adalatr upaya

kesehatan yang berbasis masyarakat yang meliputi aspek kegiatan pendidikan

kesehatan, penjaringan, kunjungan rumatr dan investigasi potensi

KLB/bencana.

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah upaya

kesehatan berbasis penorangan/individu sebagai pasien atau klien yang

menerima pelayanan kesehatan di klinik pelayanan kesehatanr ibu dan anak,

klinik KB, klinik [VA, klinik gizi, klinik gigi/mulut, pelayanan laboratorium,

pengobatan, dokter spesialis, UGD, kefannasian/apothik, klinik kemitraan

seperti donor darah (PMI/UTDRS), siaga bencana (BPBD), pajak, pelayanan KK

dan KIP (Ducapil), lakalantas (Polres), ekonomi kreatif (PKK), keciptakaryaan

(PU CK), mitra usalra.

Kemitraan adalah upaya penggalangan komitmen pembangunan bidang

kesehatan yang terpadu dan sinergis sehinga tercipta kemitraan yang dinamis

dan harmonis dalam kerangka good gouenuut@ dengan prinsip

memberdayagunakan sumber potensi yang dimiliki.

Pemberdayaan Masyarakat meliputi aspek pembangunan dengan prinsip

menumbuhkan pemberdayaan masyarakat secara mandiri sehingga setiap

orang ataupun masyarakat bersama pemerintah berkewajiban dan

bertanggungiawab unhrk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

perorangan, keluarga, komunitas dan masyarakat nraupun linglrungannya

seoptimal munglin.

7.

o8.

9.

10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu

kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

I 1. Stalaeholder adalah lembaga atau instihrsi yang mempunyai korelasi saling

berkaitan karena kesamaan fungsi dan atau kesamaan tujuan yang akan

dicapai.

12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingtrat Ormas adalah

komunitas atau kepakaran secara individu yang mempunyai kekhususan

kepedulian dalam pembangunan bidang kesehatan seperti PKBI, PMI/UTDRS,

LSM yang memiliki standarisasi kesehatan dan terdaftar pada Badan Kesatuan

Bangsa dan politik l(abupaten Musi Rawas. 
L
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13. Organisasi Profesi adalatr organisasi profesi kesehatan yang meliputi IAKMI,

IDI, IBI, PPM, HAKU yang terdaftar di Dinas Kesehatan l(abupaten Musi

Rawas.

14. Wabatr Penyakit Menular adalatr berjangkitnya suatu penyakit menular dalam

masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi

daripada keadaan yang lazim pada wakhr dan daerah tertentu serta dapat

menimbulkan malapetaka yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

15. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah suahr kejadian

kesakitan/kematian dan atau meninglratnya suatu kejadian

kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu kelompok

dalam kurun waktu tertenhr yang ditetapkan oleh Bupati Musi Rawas.

16. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FIffP adalah

pelayanan kesehatan masyarakat terdepan yang diselengarakan oleh

pemerintatr di antararrya Rrskesmas, Rrskesmas Pembanhr, dan Polindes.

17. Rrsat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Rrskesmas adalah

hrsat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Ihbupaten Musi Rawas.

18. hrsat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU

adalah FtffP yang di bawah binaan langsung Rrskesmas setempat yang

mempunyai hrgas dan fungsi membanttr ttrggs dan fungsi hrskesmas tetapi

tidak mencakup persalinan.

19. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah pelayanan

FICIP yang diberi wewenang khusus dalam aspek pelayanan kesehatan

keluarga termasuk persalinan.

2O. Forum Desa Siaga yang disinglat dengan FDS adalah wadatr sekretariat

kegiatan desa siaga yang terdapat di tingkat desa sebagai geralen

memobilisasi masyarakat unhrk hidup sehat dalam ling[<ungan yang sehat dan

kondusif.

21. Epidemiologi adalah ilmu yang memel4iari distribusi atau penyebaran menurut

waktu, tempat dan orang beserta faktor-faktor yang berhubungan dengan

peristiwa yang banyak terjadi pada masyarakat.

22. Fasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalatr suami isteri yang

isterinya berumur antara 15 sampai dengan 49 Tahun dan masih haid atau

/,
5



pasangan suami isteri yang isteri berumur kurang dari 15 Tatrun dan sudah

haid atau isteri sudatr bemmur 5O Tahun, tetapi masih haid.

BAB II

PRINSIP, NILAI.MI,.A,I NORMA DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip
(l) Prinsip GMSS mencakupi aspek :

a. Paradigma sehat;

b. Keurilayahan;

c. Kemandirian;

d. Pemerataan;

e. Tepat guna;

f. Keterpaduan;

g. Berkesinambungan

(2) Prinsip GMSS sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menganut pendekatan

epidemiologi.

Pasal 3

Nilai-Nilai Norma

(1) Nilai - nilai norrna yang terkandung dalam GMSS, meliputi aspek :

a. Integritas;

b. Rendah hati;

c. Kesetiaan dan kecintaan;

d. Menahan diri atau kesabaran;

e. Tenggang rasa;

f. Keberanian;

g. Kesederhanaan;

h. Keadilan.

(2) Nilai nonna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) merupakan

pertanggungiawaban moral.

Pasal 4

Tujuan

a. ftrjuan umum GMSS adalah meningkatkan akses dan jangkauan pemanfaatan
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FKIP sehingga berperilaku hidup sehat dalan linglungan yang sehat dan

memadai.

b. Tujuan khusus GMSS, yaitu:

a. meningkatlan akses pelayanan kesehatan masyarakat di FlffP milik
pemerintah.

b. meningkatkan cakupan keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS).

c. menurunkan angka gizi buruk, kesakitan akibat penyakit menular maupun
penyakit tidak menular.

d. menurunkan angka kematian kasar (AKK), kematian bayi (AKB) dan

kematian anak balita (AKBA) serta kematian ibu (AKI).

BAB III

SASARAN DAN TARGEf,

Pasal 5

Sasaran GMSS

(l) Sasaran GMSS meliputi aspek objek dan subjek pelayanan;

(2) Sasaran objek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) meliputi:

a. Individu;

b. Keluarga;

c. Kelompok atau komunitas;

d. Masyarakat.

O (3) Sasaran subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencaktrpi pelaksana

atau pemberi pelayanan, di antaranya :

a. Provider kesehatan seperti kader dan relawan;

b. Srafteholder kemitraan pelayanan kesehatan;

c. Sektoral atau PD tcrkait dalam pembangunan di bidang kesehatan.

Fasal 6

Target GMSS

(l) Target pelayanan kesehatan mencakupi aspek ilt4t" proses dan oufirut serta

outnme dan funpag,

(2) Target pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harr.s mengacu pada

pedoman standar pelayanan minimal di bidang kesehatan yang ditetapkan 
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Kementerian Kesehatan RI yang berla}ar;

(3) Target pelayanan se@aimana rlimaksud pada ayat (21 tercantum dalam

RPJMD 2OL6-2O2L;

BAB IV

RUANG UNGKUP DAN TATA CARA GMSS

Pasal 7

(l) Ruang lingktrp GMSS meliputi ruang lingf,up gerakan dan pelayanan

kesehatan;

(2) Ruang tinglmp GMSS sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) mencaktrpi

tahapan sebagai berilmt :

a. Sosialisasi profesi;

b. Rapat pimpinan;

c. Manajerial pelayanan kesehatan;

d. Pengembangan kemitraan;

e. Pemberdayaan masyarakat;

f. Sistem pengawasan.

(3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1)

meliputi:

a. Pelayanan kesehatan yaihr mengoptimalkan pelayanan upaya kesehatan

perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) di FTKP;

b. Pelayanan berbasis kemitraan;

c. Pelayanan berbasis partisipatif masyaraka$

O d. Sistem pengawasan dan monitoring dengan pendekatan aptikasi.

(4) Tata cara pelalcsanaan teknis diahrr dalam petunjuk teknis yang telah

disepakati sebagaimana yang terhrang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)

GMSS.

BAB V

TAHAPAN GMSS

Bagan Kesatu

SOSI.AUSASI PROFESI

Pasal 8

(l) Sosialisasi profesi berttrjuan mencari operasional unhrk

Lr



meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan profesionalisme

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Metodologi sosialisasi profesi harus disesuaikan dengan sihrasi dan kondisi

ketedangkauan substansi dengan mempertimbangkan kemampuan

ketersediaan dana operasional.

Pasal 9

(1) Profesionalisme sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) bersifat perorangan

atau komunitas/ organisasi keprofesian;

(2) Pnofesionalisme yang bersifat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
adalah berdasarkan pendidikan Sarjana Kesehatan minimal Diploma Tiga

Tahun;

(3) Profesionalisme yang bersifiat komunitas atau organisasi keprofesian

se@aimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi profesi kesehatan yang

terdaftar di Dinas Kesehatan Ihbupaten Musi Rawas.

Pasal lO

Komitmen dukungan organisasi profesi dalam aktivitas GMSS dilegalisasikan

dalam pernyataan komitmen bersama dalam nota kesepakatan bersama.

Pasal 11

(l) Benttrk atau umjud dari organisasi profesi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 10 diafur atau direncanakan bersama dengan Pemerintah

Ihbupaten Musi Rawas dalan hal ini Tim Teknis GMSS/Dinas Kesehatan

Kabupatcn Musi Raqras;

(2) Kontribusi kegiatan organisasi profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) di atas sesuai dengan arah dan tqiuan program GMSS;

(3) Pemerintah Ihbupten Musi Rawas dalam hal se@aimana dimaksud pada

ayat (l) dan (2) hanya membantu biaya akomodasi pertemuan.

Bagiarl Kedua

RAPAT PIMPINAN

Pasal 12

(l) Rapat pimpinan berhrjuan untuk mengalang komitmen bersama untuk
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mencari dukungan operasional peningkatan kinerja pelayanan kesehatan;

(2) Metodolog rapat pimpinan a rlirnaksud pada ayat (l) disesuaikan

dengan aratr, tuduan dan fokus pnogram GMSS.

Pasal 13

(l) Jenis dan sifat rapat pimpinan a dirnaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2)

sebagai berikut :

a. Rapat Pemantapan Kerja;

b. Rapat Koordinasi.

c. Rapat Evaluasi Kinerja;

(2) Rapat pimpinan sebagaimana dirneksud ayat (1) dilakukan secara berjer{ang

kepemerintahan l(abupaten Musi Rawas;

(3) Tata cara pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam

ketenttran yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Rapat Pemantapan Keda

(1) Rapat pemantapan kerja sebagaimana dimahsud pada Fasal 13 ayat (f) huruf
(a) berh{uan untuk menggali dukungan operasional dan sumber potensi yang

berhubungan dengan kinerja substansi di bidang pelayanan kesehatan;

(2) Peserta rapat pemantapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalatr

sta,leelalder dan selrtoral yang berkaitan dengan kinerja pembangunan di

bidang kesehatan;

(3) Rapat pemantapan kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilalrukan

sesara berjenjang kepemerintatran Kabupaten Musi Rawas;

(4) Tata cara atau metodologi rapat pemantapan kerja disesuaikan dengan situasi

subtansi secara konsephral nraupun kontekhral yang efelrtif, elisien dan praktis

ddam pelaksanaan di lapangan.

Pasal 15

(l) Rapat pemantapan kerja dipimpin oleh kehra tim atau pejabat yang bertindak

sebagai Bupati Musi Rawas.

(2) Rapat pemantapan kerja dilaksarrakan pada tahapan awal sebelum

pelaksanaan.

(3) Rapat pemantapan kerja diselenggarakan minimat 1 (sattr) kali setahun. I
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Pasal 16

Rapat Koordinasi

(l) Rapat koodinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf (b)

berhrjuan unhrk menggalang dan mensinergiskan langkah dan arah untuk
mempencepat pencapaian hrjuan yang lebih efektif dan efisien.

(2) Peserta rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (l) di atas adalah

stnleeholds dan sektoral yang berkaitan dengan kineda pemhngunan di
bidang kesehatan.

Pasal 17

(l) Rapat koordinasi dipimpin oleh Kehra Tim atau pejabat yang bertindak sebagai

O Bupati Musi Rawas.

(2) Rapat koordinasi dil,aksanakan minimal 2 (dua) kali setahun.

Pasal 18

Rapat EValuasi Kinerja

(l) Rapat evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) hun.f (c)

bertufuan:

a. memetaLan pennasalahan pembangunan di bidang kesehatan;

b. mengulmr kinerja kewenangan yang telah dopri;
c. mengidentifikasi faktor risiko kineda;

O d. mengukur atau mengidentilikasi sumber potensi kinerja;

e. merumuskan alternatif pemecahan yang lebih efektif dan efisien.

(2) Peserta rapat evaluasi terdiri dari pouida kesehatan, stalcelwlder dan sektoral

yang berkaitan dengan kinerja pembangunan di bidang kesehatan

Pasal 19

(l) Rapat evaluasi kinerja dipimpin oleh Kehra Tim atau pejabat yau,lg bertindak
sebagai Bupati Musi Rawas;

(2) Rapat evaluasi dapat dilaksanakan secepat-ccpatnya pada akhir tatrun kinerja
berjalan.

(3) Rapat evaluasi dilaksanakan minimal I (satu) kati setatrun
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Bagian Ketiga

MANA.'ERIAL PEI.AYANAN KESEHATAN

Pasal 2O

Marrajerial pelayanan kesehatan meliputi komponen itptt dan proscs yang

mengacu pada rasionalisasi dan standarisasi pelayanan kesehatan.

Pasal 2l

(1) Komponen irpt sebagaimana dimaksud pada Pasal 2O mengacu pada standar

yang telah ditetapkan dalam indikator Indonesia sehat.

(2) Rasionalisasi komponen inpfi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam perencanaan yang baik dan benar.

(3) Penetapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada

arah dan kebijakan umum yang telah digariskan dalam RPJMD 2OI6-2O2L

Bagian Keempat

PEIAYANAN KEMITRAAN

Pasal 22

(l) Dalam pelaksanaan komponen pnoses sebagaimana dimaksud Fasal 6 ayat (1),

(21 dan (3) serta Pasal 20 melibatkan peran serta kemitraan inti dan

pendukung.

(2) Pelayanan kemitraan inti sebagaimana dimahsud pada ayat (l) meliputi:

L
t2

O a. Polres Musi Rawas

b. Badan Keluarga Berencana;

c. Dinas PU Cipta l(arya

d. Badan Penanggulangan Bencana Daeratr

e. Dinas Kependudukan dan Catan Sipil

f. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ffP. PKK)

g. Camat

h. Kepala Desa/Lurah

i. Organisasi Pnofesi Kesehatan

j. Palang Merah Indonesia(PM!/Unit Transpusi Daratr krmah Sakit (t TDRS)



(3) Pelayanan kemitraan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:

a. I(antor Departemen Agama Kab. Musi Rawas

b. Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas

c. Badan Perencanaan Fembangunan Daerah Ikb. Musi Rawas

d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ikb. Musi Rawas

e. Dinas Sosial l(ab. Musi Rawas

f. Badan Pembangunan Masyarakat Desa Kab. Musi Rawas

g. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeratr Ikb. Musi Rawas

h. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daeratr l(ab. Musi Rawas

i. Dinas Perhubungan dan Komunikasi l(ab. Musi Rawas

j. Badan Pelaksana Jaminan Sosial

k. Bagian Kehumasan Setda l(ab. Musi Rawas

l. Bagan Pnotokol Setda lhb. Musi Rawas

m. Bagian Perlengkapan Setda lhb. Musi Rawas

n. Bagian Hukum Setda lkb. Musi Ranras

o. Fomm CSR

p. Iembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 23

(l) Organisasi Profesi dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf (i)

memenuhi ketenhran sebagai berikut :

a. terdaftar pada l(antor Dinas Kesehatan Ihbupaten Musi Rawas

b. berkomitmen mendulrtrng pelayanan GMSS yang terhrang dalam fakta

integritas'Komitmen Bersama Mewujudkan Musi Rawas Sempurna Sehaf
c. mempunyai visi dan misi yang sama dalam GMSS;

d. mempunyai koreLasi dan kesesuaian profesi dalam GMSS;

(2) Tata cara teknis diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan bersama setelah

Ferahrran Bupati ini diundanglran.

Pasal 24

(l) Iembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) huruf
(p) harr.s memenuhi ketenttran sebagai berikut:

a. t€rdaftar pada Badan Kesahran Bangsa dan Folitik l(abupaten Musi Rawas;

a. berkomitmen mendukung pelayanan GMSS yang tertuang dalam fal<ta



integritas'Komitmen Bersama Meunrjudkan Musi Rawas Sempurna Sehaf
b. mempunyai visi dan misi yang sana dafam GMSS;

c. mempunyai korelasi dan kesesuaian bidang/area dengan GMSS;

(2) Tata cara teknis diahrr lebih lanjut dalam nota kesepakatan bersama setelah

Perahrran Bupati ini diundangkan.

Fasal 25

(1) Komponen prloses sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (U, (2), dan (3) dan

Pasal 2O serta Pasal 22 ayat (l) mengacu pada standar pelayanan minimal
bidang kesehatan yarry telah ditetapkan dalam Feratun:an Kementerian

Kesehatan RI.

(2) Komponen proses pelayanan kesehatan yang dimaksud Fda ayat (1) diatas

mencakup program UKM dan UKP;

O (3) Peran lintas sektoral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas,

meliputi :

a. Pelayanan Keluarga Berencana;

b. Pelayanan Sunatan Massal;

c. Pelayanan Donor Darah;

d. Pelayanan Siaga Bencana;

e. Pelayanan Lakalantas

f. Pelayanan Keciptakaryaan

g. Pelayanan Administrasi Kependudukan fffP dan KK

h. Pelayanan Pajak

i. Felayanan Ekonomi Ifteatif
j. Pelayanan Mitra Usaha

(4) Ferencanaan komponen pnoses sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan (3)

diahrr dalam rapat pemantapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan 15,

dan rapat evaluasi sebagaimana dimahsud pada Pasal 18 dan 19.

(5) Tata cara pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur secara

teknis PD atau lembaga/instihrsi masing-masing.

Bagian Kelima

PEI..AYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasat 26

(l) Fel,ayanan keschatan berbasis masyarakat seperti kader kesehatan, Jumantik,

Posyandu, Desa Siaga dan perekonomian l$eatif yang berbasis lwme hfustry I
AlL



bekerjasama dengan TP. PKK secara berjenjang.

(2) Pelayanan berbasis pemberdayaan masyarakat meliputi upaya:

a. membanhr kegiatan GMSS yang mencalmpi pendidikan kesehatan,

penjaringan, kunjungan rumah dan investigasi terhadap individu, keluarga,

komunitas dan masyarakat yang memiliki liaktor risiko atau rentan terhadap

kesehatan unhrk dimobilisasi ke FKTP sesuai dengan jadwal GMSS yang

telah ditetapkan;

b. memobilisasi gemkan sosial seperti sunatan massal dan donor darah ke

FIfi? sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

c. menggerakkan partisipasi aktif ekonomi kradf TP PKK desa unhrk di

pasarkan dalam GMSS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

(3) Tata cara pelaksanaan teknis diahrr dalam petuqiuk teknis yang berl,alim.

Bagian Keenam

SISIEM PENGAWASAN

Pasal 27

Dalan meqiaga kualitas komponen ilVfi dan proses sebagaimana dimaksud pada

Pasal 6, 20, 22 dan 25 maka diperlukan penguatan sistem pengawasan yang

utuh, baik dan benar.

Pasal 28

(l) Sistem pengawasan yang dimaksud Pasal 27 hams melibatkan komlrcnen

pengawasan internal dan eksternal;

(2) Pengawasan internal meliputi pengawasan melekat yang menjadi kewenangan

pejabat eselon III dalam jqiaran Dinas Kesehatan;

(3) Pengawasan eksternal meliputi komponen pengawasan dari pihak luar di

arrtararrya lintas sektoral, stalcelalder dan lembaga swadaya masyarakat

nraupun perguruan tinggi

(4) Kelembagaan sistem pengawasan yang dimaksud ayat (2) dan (3) merupakan

bagian yang tidat( dapat dipisahkan dalam stnrkttrr Tim GMSS yang ditetapkan

dalam Keputtrsan Bupati Musi Rawas.

Pasal 29

(l) Tata caria pengawasan mengacu indikator standar peLayanan di

kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI;

bidang
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C

(2) Sccara aplikatif sistem pengasrasan dirancang dalam aplikasi android;

(3) Secam adminitrasi sistem pengasrasan menggunakan metode observasi catatan

kegiatan yang terdokumentasi dalam lag fuok-

Pasal 3O

Pengawasan eksternal yilry dilakukan oleh lembaga masyarakat (tSM)

sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) memenuhi ketenhran:

a. I-SM yang teregistrasi di Badan Kesahran Bangsa dan Folitik Kabupaten Musi

Rawas;

b. Mempunyai korelasi fungsi dalam bidang pembangunan kesehatan;

c. Berkomitmen melalrsanakan program GMSS.

d. Korelasi fungsi dan komitmen sebagaimana yang dimaksud huruf (b) dan (c)

dihrangfun dalam nota kesepakatan besama.

BAB VI

TAI{I\PAI{ GERAKAN PEI.AYA}IAT.I KESEHATAI{

Bagian Kesatur

UPAYA KESEHATAN MASYARAKA'T

Pasal 31

Pendidikan Kesehatan

(1) Pendidikan kesehatan masyarakat berhrjuan untuk meningkatkan

e 
pengetatruan masyarakat sehinga terjadi pembatran pola/gaya hidup sehat

- (PHBS) secara sadar dan mandiri;

(2) Target keberhasilan program pendidikan kesehatan masyarakat diukur dengan

7 (ttrjuh) indikator rumah tanga dan 3 (tiga) indikator gaya hidup;
(3) 7 (hduh) indikator rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (2), yaihr:

a. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;

b. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi selama enam bulan;

c. Menimbang bayi dan balita di Posyandu setiap bulan;

d. Tersedia air bersih;

e. Tersedia jamban keluarga;

f. Memberantas jentik nyamuk;

g. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudatr makan

1,,



C

(a) 3 figa) indikator gaya hidup sebagaimana dimaksud ayat (21, yaitu:

a. Semua anggota keluarga tidak merokok;

b. Melakukan alrtivitas lisik setiap hari minimal 3O menit

c. Makanan br;rgtzi dan seimbang.

Pasal 32

(1) Penyelengaraan pendidikan kesehatan masyarakat melalui proses pemahaman

malma sehingga terjadi kesadaran unhrk perubatran perilalru hidup sehat;

(2) Penye pendidikan sebagaimana dimahsud ayat (1), meliputi :

a. Tahapan Musyawarah;

b. Tahapan pengumpulan data;

c. Tahapan pemecahan masalah;

d. Tahapan penrusunan kesepakatan intervensi

e. Tahapan pr6laksanaan

f. Tatrapan evaluasi.

(3) Tata cara peleksanaan tahapan pendidikan kesehatan masyarakat

sebagaimana dimaksud ayat (21 mengacu pada pehrnjuk teknis program

promosi kesehatan nasional yang berlaku.

Pasal 33

(l)Penyelenggaraan tatrapan pendidikan kesehatan masyarakat sebagaimana

dimaksud pasal 32 ayat (2) melibatkan semua komponen keprofesionalisasi

hrgas dan fungsi.

(2) Komponen profesionalisasi sebagairnana dimaksud ayat (1) meliputi disiplin
ilmu secara lintas program kesehatan maupun lintas sektoral.

Pasal 34

Penjaringan Faktor Risiko

(1) Penjaringan faktor risiko yang berpotensi menyebabkan kesakitan dan

kematian sehingga memengaruhi derqiat kesehatan masyaralot;
(2) Penjaringan faktor risiko sebagaimana dimahsud ayat (1) mencakupi aspek

kesehatan ibu hamil, tumbuh kembang bayi dan anak, penyakit menular dan
penyakit tidak menular serta deteksi anak usia sekolah.

t7



Pasal 35

(l) Felayanan kesehatan Ibu harnil sebagaimana dimaksud Fasal 34 ayat (21

bertujuan unhrk mendeteksi faktor risiko kehamilan.

(2) Tolok ukur kesehatan ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 4

(empat) kali selama kehamilan dengan bidan setempat.

(3) Keberhasilan tolok ukur sebagaimana dimaksud ayat (21 adalah apabila

persalinannya di tolong oleh bidan.

(4) Temuan faktor risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), maka ibu hamil

tersebut dimobilisasikan ke FICI? untuk menerima pelayanan kesehatan ibu

dan anak sesuai dengan jadwal GMSS yang ditetapkarr

(5) Tata cara penjaringf,an kesehatan ibu hamil mengacu pehmjuk teknis

pemeriksaan kehamilan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.

Fasal 36

(l) Penjaringan kesehatan ibu yang berhrjuan mendeteksi falrtor risiko kesehatan

reproduksi.

(2) Penjaringan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud ayat (1) di antaranya

ancaflran terhadap kanker serviks.

(3) Sasaran penjaringan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)

adalah pasangan usia subur (PUS).

(4) Jumlah sasarian PUS setiap desa sebagaimana dimahsud ayat (3) disesuaikan

dengan kriteria inklusif yang terdiri dari aspek medis dan kemampuan

operasional.

(5) Sasaran yang terpilih dimobilisasikan ke FI(IP sesuai dengan jadwal GMSS

C yang tehh ditentulran.

(6) Metodeologr penjaringan yang digunakan disesuaikan dengan efektivitas dan

efisiensi yang berpedoman dengan nilai sensitivitas dan spesilisitas yang tinggi

seperti metode pemeriksaan iva unhrk kanker serviks.

Pasal 37

(1) Penjaringan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2)

berhrjuan untuk mendeteksi faktor risiko yang menganggu perhrmbuhan dan

perkembangan bayl dan anak, bahkan penyebab kematian bayi dan anak.

(2) Peqiaringan perhrmbuhan dan perkembangan bayr dan anak

permasalatran gizi sehat dan berimbang.

difokuskan

L
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(3) Fenjaringan kematian bayi dan anak dih{ukan unhrk mendeteksi dini penyakit

menular seperti pnemonia, diare, campak, tuberkulosis atau penyakit )rang
dapat dicegatr dengan imunisasi (PD3I).

(a) Bayi dan anak yang ditemukan dimobilisasikan ke FKTP sesuai dengan jadwal

GMSS yang telah ditenhrkan.

(5) Metodeologi penjaringan yang digunakan sesuai dengan petunjuk teknis
program kesehatan bayi dan anak.

Pasal 38

(l) Penjaringan penyakit menular dan tidak menular sebagaimana dimahsud Pasal

34 ayat (2) berhljuan untuk mendeteksi secara dini penemuan kasus-kasus

baru.

G 
(2) Penetapan jumlah sasaran disesuaikan dengan kriteria inklusif penyakit

menular yang menjadi fokus peqiaringan.

(3) Sampel penjaringan yang terpilih dimobilisasikan ke FIffP sesuai dengan
jadwal GMSS yang telah ditetapkan.

(4) Tata cara penjaringan penyakit menular disesunikan dengan sifat dan jenis

penyakit menular.

Pasal 39

(l) Penjaringan anak usia sekolah sebagaimana dimahsud Pasal 34 ayat (21

berhrjuan mendeteksi secara dini penemuan kasus-kasus barl pada anak

susai sekolah.

(2) Jumlah sasaran meliputi jumlah siswa atau murid PAUD, TK dan SD/Sederqiat

serta SlTP/Sederajat yang terdaftar di dalam wilayatr kerja FK[P.
(3) Kasus sebagai temuan yang terjaring adalah analc yang bermasalatr dengan

kesehatan pribadi atau rentan/rawan terhadap kesehatan socara individual
(a) Tata cara penjaringan anak usia sekolah disesuaikqn dengan pehmjuk program

UKS.

Pasal 4O

Kunjungan Rtrmatr

Progrart kunjungan nrmah bertujuan untuk mencegah atau membatasi

kecacatan, komplikasi dan keparahan penyakit akibat kerentanan hrbuh
pengobatan dan perawatan yang kurang adekuat.

karena

L
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Pasal 4l

(l) Iksus ytrrg menjadi fokus kunjungan rlmah adalah berbagai penyakit kronis
yang nentan dan rawan terhadap status kesehatannya.

(2) Ihsus-kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi:

a. PenyakitT\rberkulosis;

b. Penyakit Diabetes Melliftrs.

c. Penyakit Hipertensi;

d. Penyakit Janhrng;

e. Penyalcit Stroke;

f. Penyakit Ashma;

g. Penyakit HIV/AIDS;

h. Beberapa penyakit kronis lainnya.

(3) Tata cara pengobatan dan perawatan dalam kunjungan rumatt mengacu

petunjuk teknis program perawatan kesehatan masyarakat atau petunjuk

teknis program yang berlalru.

Pasal 42

Investigasi

Investigasi merupalran langkah penyelidikan untuk membatasi kejangkitan atau
penularan dan atau penyebaran kasus-kasus yang bermakna secara

epidemiologis.

Pasal 43

C (l) Investigasi berhrjuan unhrk memberikan informasi kejelasan dan kebenaran

pristiwa yang terjadi secara epidemiologi;

(2) Tahapan investigasi menumt pendekatan epidemiologi, sebagai berilmt :

a. meurastikan kejadian wabatr/KLB;

b. memastikan diagnosis kerja;

c. membuat definisi kasus;

d. menyajikan kasus secara diskriptif;

e. merumuskan hipotesis, menilai dan memperbaiki hipotesis;

f. melaksanakan pengendalian;

g. melaporkan hasil penyelidikan.

(3) Tata cara pelaksanaan teknis diatur dalam ketentuan pehrnjuk teknis yang

berlaku. I
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Bagian Kedua

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Pasal 44

Upaya kesehatan perorangan (UKP) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf
(a) meliputi gerakan upaya kesehatan berbasis data dan bukti atau diagnostik
yang bersifat penorangan atau dikenal dengan sebutan pasien. UKP meliputi
pelayanan klinik tVA, pelayanan klinik KB, pelayanan klinik KlA, pelayanan klinik
g;zi, pelayanan klinik gtgt dan mulut, pelayanan laboratorium, pelayanan

pengobatan dan rujukan, pelayanan dokter spesialisasi, pelayanan unit gawat

darurat dan pelayanan kefarmasian.

Pasal 45

Pelayanan Klinik M

(l) Pelayanan pemeriksaan wA ditakukan disetiap FKIP ditunjuk;
(2) Pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh bidan

yang terlatih;

(3) Tata cara teknis pelahsanaan pemeriksaan se@aimana yang dimaksud ayat
(2) di ahrr dalam buku pedoman pemeriksaan IVA.

Pasal 46

(1) Sasaran pelayanan se@aimana dimaksud Pasal 45 ayat (l) adalah pasangan

usia subur (PUS) yang telatr mendapatkan perizinan dari suami yang

bersanglnrtan;

(2)Jumlah PUS di setiap desa sebagai target sebagaimana dirnaksud ayat (1),

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan FI(TP setempat.

Pasal 47

(1) Untuk penanganan lebih lanjut hasil pemeriksaan tVA apabila ditemukan
positif maka dirujuk ke Rumatr Sakit Umum Daeratr dr. Sobirin Kabupaten

Musi Rawas.

(2) Pencegahan, pengendalian dan perawatan menjadi tanggung jawab FKTP sesuai

dengan pendekatan kewil,ayahan.
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Pasal 48

Pelayanan Keluarga Ebrencana

(l) Pelayanan Keluarga Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) huruf (a)

meliputi pemeriksaan dan pelayanan kontrasepsi dikerjakan oleh tenaga medis
yaihr bidan dan dokter spesialis kebidanan;

(2) Pengadaan alat kontrasepsi men$adi beban dan tanggungiawab sektor Badan

Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas;

(3) Pengadaan obat dan perbekalan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

(4) Tata cara dan jenis pel,ayanan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang

berlaku.

Pasal 49

Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak

(l) Pelayanan kesehatan Ibu hamil diselenggarakan oleh bidan di FKTP yang

berhrjuan unhrk mendeteksi faktor risiko kehamilan.

(2) Tolok ukur kesehatan ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 4

(empag kali selama kehamilan dengan bidan;

(3) Keberhasilan tolok ukur sebagaimana dimaksud ayat (21apabila persalinannya

ditolong oleh bidan di hrskesmas atau Polindes.

(a) Tata cara pemeriksaan sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) mengacu pehrnjuk
teknis pemeriksaan kehamilan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.

Pasal 5O

(l) Pelafianan kesehatan bayi dan anak (Balita) diselenggarakan oleh Bidan dan

atau dokter spesialis yang berkompeten di FICIP dengan tujuan mendeteksi
pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak (Balita);

(2) Pelayanan kesehatan anak hasil penjaringan melalui program UKS

sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ditangani sesuai dengan

permasalahannya.

(3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (l) dan (2), mengactr pada
petunjuk teknis keschatan bayi, anak (Balita) dan anak usia sekoLah yang

berlalru.

L
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Pasal 51

Unhrk tertib administrasi maka penanganan kesehatan ibu dan anak di luar
kewenangan FfffP harrs dirqiuk ke RSUD dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dan
atau tamah sakit sayang ibu dan ramah anak yang difuqiuk sesuai dengan
perjanjian bersama, dan dipantau oleh FKTP yang memjuk;

Pasal 52

Pelayanan Klinik Gizi

(l) Pelayanan klinik giziyarrgdilaksanakan di FIfiP diselenggarakan dalam 2 (dua)

metode yaitu UKM dan UKP;

(2) Pelayanan UKM program gizi di FKTP sebagaimana dimaksud ayat (1) berhrjuan
unhrk mendeteksi gizi buruk di masyarakat dalam wilayah kerjanya;

(3) Pelayanan UKP program glz1, dt FKTP sebagaimana dimaksud ayat (1) berhrjuan

unhrk menangani asupan gjn yang adekuat selama 9O (sembilan puluh) hari
atau sesuai dengan indikasi medis;

(4) Tata cara pengendalian dan penanganan pnogram gizi sebagaimana dirnaksud
ayat (2) dan (3) menjadi tanggungiawab bersama dengan stalceholder dan atau
PD terkait.

Pasal 53

Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut

(l) Pelayanan kesehatan gtgt dan mulut diselenggarakan oleh pehrgas yang

memiliki kompetensi kesehatan ilmu grgr dan mulut;
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) adal,ah dokter gigi yang dibanhr

oleh perawat gigi;

(3) Dalam keadaan keterbatasan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)

dapat diupayakan oleh perawat gg dan atau perawat yang mendapat pelatihan

khusus keitmuan kesehatan gg dan mulut;
(4) Tata cara pelayanan kesehatan grgr dan mulut mengacu pehmjuk teknis

kesehatan gg dan mulut yang berlaku.

Pasal 54

Pelayanan Laboratorium

(l) Pelayanan pemeriksaan l,aboratorium terdiri dari metode diegnostik sebagai

t
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berikut:
a. Pemeriksaan darah rutin;
b. Pemeriksaan darah kimiatr;

c. Pemeriksaan diagnostik yaihr pemeriksaan milrroskopis, dan berbagai

diagnostik metode cepat (Rapid Diagnostb fest)

(2) Pemeriksaan laboratorium atas rujukan dari balai pengobatan atau klinik
pelayanan kesehatan.

Pasal 55

(l) Untuk menjaga mutu pelayanan Laboratorium maka perlu dilakukan uji gold

standatd oleh lembaga/institusi yang berkompeten;

Q)Tata cara uli gold standard mengacu pada @oman atau petunjuk teknis yang

berlaku.

Pasal 56

Felayanan Pengobatan dan Rujukan

(l) Pelayanan pengobatan dan rujukan diselenggarakan oleh dokter sebagai

penanggungiawab teknis dan operasional;

(2) Dalam keadaan tertenhr pelayanan sehgaimana dimaksud ayat (1) dibanhr

oleh perawat minirnal berlatarbelakang pendidikan diploma 3 (tiga)

keperawatan.

Pasal 57

(l) Pelayanan pengobatan dan nifukan sebagaimana dimaksud Pasal 56 sebelum

menegakkan diagnosis kerja harus memenuhi unsur :

a. Pemeriksaan fieik;

b. Pemeriksaan diagnostik;

c. Pemeriksaan penunjang lainnya.

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diahrr sesuai dengan

pedoman diagnostik beberapa penyalcit sesuai dengan standar yang berlalnr;

(3) Pelayanan pengobatan yang dilaksanakan di FlffP mencalmpi 144 drag1ostik

kerja sesuai ketenhran prqram Jaminan Kesehatan Nasional;

(4) Diagnostik di luar ketentuan ayat (3) harrs din{uk ke unit pelayanan

kesehatan spesialistik di rumah sakit sebagai pusat rujukan yang ditetapkan.
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Pasal 58

Pelayanan Dokter Spesialis

(l) Pelayanan dokter spesialis berhrjuan unhrk meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan unhrk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang

baik, benar dan rasional;

(2) Pelayanan dokter spesialis mencakupi kespesialisasian dasar seperti spesialis

kebidanan, penyakit daliam, kesehatan anak dan bedah plus anastesi;

(3) Penugasan dokter spesialis kerjasama antara pihak Dinkes dengan RS Sobirin

dan IDI l(abupaten Musi Rawas yang disepakati bersama;

(a) Sarana dan peratatan diagpostik menjadi tanggung jawab pihak Dinkes yang

terdapat di hrskesmas;

(5) Biaya transportasi dan penghasilan lainnya di attrr dalam perahrran dibidang

keuangan yang berlaku.

Pasal 59

Pelayanan Unit Gawat Damrat

(1) Unit pelayanan kedaruratan yang diselenggarakan di sarana FKTP;

(2) Pelayanan kedanrratan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakupi pelayanan

operasi kamar kecil;

(3) Tindakan operasi kamar kecil meliputi upaya penanggulangan pertarna

terhadap kecelakaan;

(4) Tindakan lain yang dikategori tindakan operasi kamar kecil di antaranya

pasang alat kontrasepsi seperti MOV atau MOW dan sunatan massal yang

bekerjasama dengan stnlceholder dan atau PD terkait, sebagaimana dimahsud

Pasal 25 ayat (3) huruf (a) dan (b);

(5) Tata cara secara teknis peLayanan kedanrratan sebagaimarra rtimaksud ayat (1)

diahrr dalam pedoman teknis kegawatdaruratan sesuai dengan peraturan yang

berlalm.

Pasal 6O

Pelayanan Kefarmasiart

(l) Pelayanan kefarmasian di FlffP dikeloLa oleh petugas Jrang berkompeten di

bidang kefarmasian;

(2) Serendah-rendatrnya dikelola oleh pehrgas yang berlatarbelakang kefarmasian

darr atau pernah mendapatkan pelatihan kefarmasian; IlM,,



(3) Dalam keadaan tertenhr sehgaimana rlimaksud ayat (U dan (21 tidak
terpenuhi maka FKTP menugaskan dalam bimbingan dan binaan yang intensif
oleh pehrgas yang bertanggungiawab di pelayanan pengobatan dan mjukan.

Pasal6l

(l) Mekanisme dan tata cara kefarmasian diahrr dalam ketentuan Kementerian

Kesehatan RI yang berlaku;

(2) Pengawasan dan monitoring pelayanan kefarmasian me4iadi wswenang UPTD

Instalasi Kefarmasian yang bekerjasama dengan bidang kefarmasian.

Bagan Ketiga

UPAYA PEI,AYANAN KEMITRAAN

Pasal 62

Pelayanan Donor Darah

(l) Pemeriksaan kesehatan donor darah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3)

huruf (c) berhtjuan unhrk menggalang rasa kemanusiaan yang berasas

kesukarelaan dan kepedulian;

(2) Metode penggerakan rrassa dilakukan di tiaptiap desa setelatr mendapatkan
pendidikan kesehatan dalam program GMSS;

(3) Mobilisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas menjadi tanggung jawab

bersama;

(4) Tata cara Pelaksanaan donor darah sesuai dengan standar PMI/UTDRS yang

diattrr dalarn ketentuan yang berlaku sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
(Jukhq dan petunjuk teknis (Juknis) PMI/UTDRS.

Pasal 63

Pelayanan Siaga Bencana

Penentrran pemetaan wilayatr rawan bardir menjadi hrgas dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah I(abupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud
Pasal 25 ayat (3) hun.f (d);
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Pasal 64

(I) Kesiapan kader sebagai relawan siaga bencana menjadi tangungiawab Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud ayat (l) dilakukan dengan cara
pelatihan keterampilan, prati}:um dan berbagai cara transformasi keterampilan
siaga bencana;

(3) Kader dan relawan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) terstandarisasi dengan
sertifikasi pelatihan keterampil,an.

Pasal 65

Pelayanan siaga bencana sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) huruf (b) di
atas meliputi:

(1) Pelayanan Tahapan sebelum Bencana (prcinpact ptu.se), meliputi:

O a. pelatihan Keterampilan Petugas;

b. pemetaan Rawan Bencana;

c. penetapan Sistem Peringatan Diru lalam sgstem);

(2) Pelayanan Tahapan Selama Elencana (Impad phrrsel, meliputi:
a. mengidentifikasi kebuhrhan daruratan;

b. menyediakan informasi yang akurat berbasis rwl data;
c. penguatan sistem survelen kesehatan maqrarakag

(3) Pelayanan Pasca Bencana, meliputi:

a. Rehabilitasi;

b. pengembangan suryei epidemiolog yang bertujuan mengiden':fikasi besaran
masalah dan faktor risiko bencana;

c. pemantauan dan monitoring pasca bencana.

Pasal 66

(l) Fengendalian dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 65,

melibatkan semua komponen dan stalelwlder secara bersama;

(2) Kontribusi kebersamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan

fungsi dan bidang kewenangannya;

(3) Dalam keadaan darurat dan atas perintatr Bupati pelaksanaannya tidak
mengacu ketentuan ayat (2).

2t



Pasa] 67

Pelayanan Kecelakaan Berlalu Lintas

Pelayanan kecelakaan berlalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3)

huruf (e) merupakan pelayanan koordinatif antara Kepolisian Resor Musi Rawas

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;

Pasal 68

(1) Petrayanan kecelakaan yang menjadi dominan kepolisian sebagaimana

dimaksud Pasat 67 mencalnrpi aspek penc.egatran dan pengendalian

kecelakaan;

(2) Pencegahan dan pengendalian kecelalraan lalu lintas sebagaimana dimaksud

ayat (1) mempakan aspek kepatuhan dan kedisiplinan terhadap rambu-rambu

lalu lintas;

(3) Tata cara penangganan kecelakaan berlalu lintas sesuai dengan pefunjuk

teknis kepolisian yang berlaku.

Pasal 69

Pelayanan Keciptakaryaan

(l) Pelayanan Keciptakaryaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) huruf (0

berhrjuan untrrk mewujudkan kualitas linglungan yang sehat dan memadai;

(2) Kualitas linglnmgan sebagaimana dimaksud ayat (1) memfasilitasi masyarakat

unhrk memperbaiki, memelihala dan meningkatkan Lmalitas linglmngan

pemukiman yang sehat;

O (3) Kualitas pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (21, meliputi:

a. Bedah jamban keluarga;

b. Lantainisasi;

c. Sarana air bersih, dan

d. Bedah rumah.

Pasal 7O

Tata cara pelaksanaan Pasal 69 disesuaikan dengan standarisasi kesehatan

perumahan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
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Pasal 71

Pelayanan Administrasi Kependudukan

(1) Pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat

(3) huruf (g) bertqiuan untuk meningkattran sistem pencatatan dan pelaporan

kependudukan yang akurat dan u1ftdatq,

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (l) memperkuat sistim

pendataan yang berbasis toll datayang mendasar;

(3) Tata cara pelayanan administrasi kependudukan menjadi wewenang Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 72

Pelayanan Kepqiakan

(l) Pelayanan publik l,ainnya yang disediakan mang dalam aktivitas GMSS adal,ah

pelayanan yang bersifat pelayanan satu atap;

(2) Salatr sahr pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana yang

dimaksud Pasal 25 ayat (3) huruf (h) adalah pelayanan kepajakan yang menjadi

dilema kepala desa di lapangan;

(3) Tata cara pelayanan kepajakan telah diatur dalam perahran dalam bidang

perpajakan.

Pasal 73

Pelayanan Ekonomi Kreatif

(l) Pelayanan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) huruf (i)

berhrjuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga sehingga ketatranan

pangan keluarga dapat terkendali;

(2) Pelayanan sebagaimana rtimaksud ayat (U dkoordinir oleh komunitas ibu
dalam aktivitas Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteriaan Keluarga ffP. PKK) di

masing-masing desa;

(3) Jenis pelayanan berupa makanan tradisional atau lnrliner dan atau souvenir

yang berasal dari produk unggul di desa masing-masing;

(4) Produk ini dipajangkan datam stand khusus ekonomi kreatjf dalam moment

GMSS yang terjadwal dalam kegiatan GMSS;

(5) Tata cara dan prosedur pelayanan dan stazrd sebagaimana yang dimaksud ayat

(4) di atas diatnr dalam nota kesepakatan di kecamatan. IrL



Pasal74

Pelayanan Mitra Usaha

(l) Pelayanan mitra usaha sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) huruf (i)

dipemnhrkan pada pelayanan khusus yang berlandasan lokal spesifik di
kabupa.ten, kecamatan dan atau tingkat desa yang bertqiuan unhrk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas;

(2) Pelayanan lokal spesifik sebagamana dimaksud ayat (1) berupa hasil penelitian
dan pengembangan teknologi tepat guna;

(3) Tata cara pelaksanaan selanjutnya diatur dalam keputusan yang ditetapkan
oleh tim GMSS sesuai arahan dari Bupati Musi Rawas.

BAB VII

ORGANISASI KELEMBAGAAN

Pasal 75

(l) Pelaksanaan GMSS dikoordinir oleh Tim GMSS Kabupaten Musi Rawas;

(2) Tim GMSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari komponen

tim pengarah, pelaksana harian, koordinator teknis, koordinator lapangan dan
kelompok kerja.

(3) Susunan Tim GMSS ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi
Rawas.

Pasal 76

Susunan Tim pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) terdiri dari:

b. Wakil Bupati;

c. Sekretaris Daerah.

Pasal77

Susunan tim pelaksana harian sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2), yaitu:

a. Ketua; sattt orang dengan kriteria membidangi lintas sektoral pembangunan

kesehatan daerah;

b. Wakil Kehra; terdiri dari dua or€u1g dengan kriteria ketepatan arus kordinasi
lintas sektoral dalam pembangunan daerah di bidang kesehatan;

c. Sekretaris; satu orang yang berkompeten dalam aspek konseptual dan
kontelrhral GMSS; 
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d. Bendahara; melekat dalam SKPD masing-ma"irg;

e. Koordinator Pengawas; terdiri dari kehra dan 8 orang anggota;

f. Koordinator Lapangan; semua Camat dalam l(abupaten Musi Rawas, dibanhr

kepala UPT hrskesmas di Kecamatan masing-masing.

Pasal 78

(l) Susunan koordinator teknis sebagaimana yang dimaksud Pasal 75 ayat (21

tersebut mencalrupi penanggunjawab teknis, ketua tim teknis, koordinator

teknis dan tim teknis;

(2) Penanggung jawab teknis pnogram GMSS ini melekat jabatan instihrsi sebagai

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;

(3) Ketua tim teknis program GMSS ini melekat jabatan institusi sebagai

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;

(4) Koordinator teknis program GMSS ini melekat sebagai jabatan keatrlian dan

fungsional yang melekat dalam jabatan struktur/fungsional Dinas Kesehatan

Ihbupaten Musi Rawas dan dihrnjuk sesuai dengan keahliaanya;

(5) Koordinator telmis yang dimaksud ayat (4) di atas bertugas membina

Rrskesmas dalam program GMSS di Ifubupaten Musi Rawas.

(6) Tim teknis program GMSS melekat pada kewewenangan hrgas dan fungsi

sebagaimana tercantum dalam uraian tugasnya.

Pasal 79

Susunan Tim Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (21 di

atas sebagai berikut :

a. Koordinator lapangan di tingkat kecamatan adalah camat setempat;

b. Koordinator lapangan di tingkat desa adalah kepala desa atau lurah setempat.

Pasal 80

Susunan kelompok kerja sektoral sebagaimana yang dmaksud dalam Pasal 75

ayat (21, meliputi :

a. Kelompok Kerja UKM, sektor yang berkompeten;

b. kelompok Kerja UKP, sektor yang berkompeten;

c. Kelompok Kerja Administrasi, yang merupakan kesekretariatan GMSS yang

melekat di institrrsi dinas kesehataru 
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d. Kelompok Kerja Kependudukan, sektor yang berkompeten;

e. Kelompok Kerja Siaga Bencana, sektor berkompeten;

f. Kelompok Kerja Lakalantas, sektor kepolisian resor Musi Rawas;

g. Kelompok Kerja Kepalangmerahan, selrtor yang berkompeten;

h. Kelompok Kerja Keluarga Berencana, sektor yang berkompeten;

i. Kelompok Kerja Mitra Usaha, selrtor yang bekompeten;

j. Kelompok Kerja Ekonomi lkeatif, sektor TP PKK;

BAB VIII

PEMBI.AYAAN

Pasal 81

(1) Pembiayaan kegiatan GMSS dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tatrun 2OL6 sampai dengan Tahun

2021;

(2) Pelayanan kesehatan di FKTP disinergikan dengan sumber dana yang berasal

dari BOK (DAK Non Fisik) dan Jaminan Kesehatan Nasional;

(3) Pelayanan dan kegiatan GMSS di tingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab

PD kecamatan mengalokasilran dalam APBD l(abupaten Musi Ranras 2Ol7-

202r.

(4) Pelayanan dan kegiatan GMSS di tingkat desa menjadi tanggung jawab kepala

desa/lurah menganggarkan dalam alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD)

atau operasional lainnya.

Pasal 82

(1) Kegiatan UKM sebagaimana yang dimaksud berupa perjalanan dinas dan biaya

pertemuan yang diselenggarakan di FKTP;

(2) Tata cara pertanggungiawaban penggunaan anggaran sebagaimana dlmaksud

ayat (1) sesuai dengan perahrran yang belaku.

Pasal 83

(1) Aktivitas pelayanan GMSS di kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 79

huruf (a) bersumber dari APBD yang melekat pada anggaran PD kecamatan;

(2) Alokasi anggaran kegiatan GMSS tingkat kecamatan berupa perjalanan dinas,

biaya akomodasi dan konsumsi pertemuan dan rapat serta biaya perlengkapan
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tenda unttrk kapasitas 3OO orang perkegiatan;

(3) Tata cara pertanggungiawabannya menjadi tanggungiawab PD yang

bersanglmtan sesuai dengan petunjuk dan ketenttran yang berlaku.

Pasal 84

(l) Aktivitas pelayanan GMSS di tingkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 79

huruf (b) bersumber dari ADD dan DD atau dana operasional lainnya;

(2) Kegiatan sebagaimana dimahsud ayat (1) berupa kegiatan tatrapan pendidikan

kesehatan masyarakat, penjaringan faktor risiko tingd, lnrnjungan rumah dan

investigasi wabah IKLB, bempa perjalanan dinas dengan rincian 5 org x 12 bln

x rupiah, yang disesuai dengan kemampuan atau kesepakatan

desa/kelurahan.

(3) Biaya akomodasi pertemuan atau musyawaran desa unhrk kegiatan

3 ,"b**"na yang dimaksud ayat (21 di atas berupa biaya konsumsi dan

akomodasi disesuaikan dengan kemampuan desa/kelurahan dengan rincian 4O

orang x 12 kali x akomodasi setempat.

Pasal 85

(1) Untuk mendulmng pelaksanaan sunatan diprioritaskan bagr :

a. Keluarga miskin;

b. Anak-anak usia sekolah;

c. Keluarga mualaf.

(2) Biaya penyelenggaraan sunatan massal berasal dari :

a. Anggaran APBD tahun yang berjalan;

b. Forum CSR;

c. Sumbangan yang tidak mengikat.

Pasal 86

Sumber dana lain yang tidaf< mengikat berasal dari :

a. Forum CSR;

b. Donatur yang tidak mengikat;

c. Partisipasi Masyarakat;

d. sumber lainnya yang tidak mengikat.
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BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Hal-hal ya:rry timbul berhubungan dengan pelaksanaan gerakan sebagaimana

dimaksud dalam Peratrrran Bupati ini sebelum berlakunya Perattrran ini maka

menrjuk pada ketentuan/peraturan Instansi teknis yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
3O Oc/rvLer'-r 2016

RAWAS, '

1 pada tansg{

'eupefl Mdsl

H.H GUNAWAN

1 Diundangkan di Lubuklinggau
ipada tanggal, 3o Dcle'^^6c" 2OL6

,SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OL6 NOMOR
.I?
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